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ABSTRACT 

 

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency 

understand that the development of information and communication technology 

(ICT) today changes land services for the public due to land data which follows the 

development of the digital era. The ministry of ATR/BPN as a public servant 

requires a change in the current manual system used to store and manage land 

documents, which is called land tenure, which is considered ineffective and 

inefficient because requiring a lot of time and power to distribute document. 

Document search is difficult and requires a long time if the documents aren’t stored 

appropriately. One of the land offices which have implemented digital land 

document management is the Land Office of Lubulinggau. The purpose of this study 

is to determine digital land document management and to determine the prospect 

of using it for land services. The research method in the present study was 

qualitative method with descriptive approach. The utilization prospect was 

analyzed by SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis.  

Based on the research result digital land document management in the Land 

Office of Lubuklinggau used Land Document Information Application (i-Wak). The 

benefits of the application are as a media to store database, media to look for land 

document with 3D display and media to borrow and return lad document. The 

utilization prospects of digital land document management were: first, relatively 

faster land document search than the manual system could improve public services. 

Second, it was a crosscheck of data on GeoKKP and documents in the archives. 

Third, human resources (HR) can be trained with certain program to manage land 

documents. Fourth, it could be strengthened by legislations on digital documents 

and management by the central government. Fifth, there was electronic land 

document application media with central database, which was electronic land 

document management system (SLOKA ETNIK). 
  

Keywords: digital land document management, land office, utilization prospect 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

dewasa ini telah berdampak pada perubahan-perubahan mendasar yang 

membawa pemerintah menuju paradigma baru memasuki era teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). Di era TIK ini, tidak ketinggalan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) 

merupakan salah satu Kementerian yang bergerak untuk melayani publik dalam 

hal memberikan informasi dan kepastian hukum mengenai tanah dengan wujud 

sertipikat tanah. 

 Kementerian ATR/BPN memahami perkembangan TIK saat ini turut 

membawa perubahan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada 

masyarakat, sehingga hal ini juga berkaitan dengan data pertanahan yang 

mengikuti era TIK. Kementerian ATR/BPN memahami digitalisasi data 

pertanahan menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan. Saat ini 

mengacu pada penerapan e-government(e-gov) untuk pelayanan publik yang 

berbasis elektronik. Menurut The World Bank Group (2001) dalam Habibullah 

(2010, 188) e-gov adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi 

informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya 

dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju good 

government. Menurut Mustafadijaya (2003) dalam Habibullah (2010, 187), e-

gov diperlukan karena jawaban atas perubahan lingkungan strategik yang 

menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, berorientasi pada publik, 

transparan dan akuntabel. Menurut Indrajit (2005, 20-22), e-gov dapat 

memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik. 

Transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital menjadi tema 

besar dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2019 yang 

diselenggarakan di Shangri-La, Jakarta pada Tanggal 6-8 Februari 2019. 

Menurut Djalil (2019) dalam www.atrbpn.go.id, saat ini banyak negara sedang 

bergerak cepat menuju transformasi era digital.Visi Kementerian ATR/BPN 
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adalah terwujudnya Kementerian ATR/BPN menjadi instistusi pengelola 

Pertanahan dan Tata Ruang yang berstandar dunia. Untuk menuju visi tersebut 

menurut Djalil (2019) dalam www.atrbpn.go.id, maka diterapkan 7(tujuh) pilar, 

yaitu: (1) Seluruh tanah di Indonesia harus didaftarkan; (2) Memaksimalkan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (3) Peningkatan Sumber daya manusia 

menuju birokrasi berstandar dunia; (4) Kementerian ATR/BPN harus menjadi 

pusat informasi pertanahan dan tata ruang; (5) Mewujudkan Kantor Pertanahan 

modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis 

elektronik; (6) Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 kali 

dengan layanan informasi pertanahan sebagai basis penerimaan negara; (7) 

Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertananahan untuk mengatasi 

kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan. 

Tuntutan perkembangan era digital membuat banyak orang menginginkan 

akses informasi yang efektif dan efisien, orang mengharapkan mereka mampu 

mendapatkan informasi tanpa harus menunggu lama ataupun melalui prosedur 

yang berbelit-belit dan tidak hemat waktu, biaya dan energi (Harries 2009, 20). 

Sugoto (2018) mengungkapkan bahwa kaitannya dengan data pertanahan, di 

mana Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik membutuhkan suatu 

perubahan terhadap sistem manual yang selama ini dijalankan untuk menyimpan 

dan mengelola dokumen pertanahan yang biasa disebut sebagai warkah 

pertanahan dianggap tidak efektif dan tidak efisien karena membutuhkan waktu 

dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. 

Masalah lainnya yang sering dijumpai adalah terkait dengan penyimpanan 

dokumen dimana untuk menyimpan arsip dibutuhkan ruangan khusus untuk 

menyimpan arsip di kantor, tiap tahun permohonan pendaftaran tanah masuk 

membuat berkas yang masuk semakin meningkat sehingga menyebabkan 

ruangan menjadi sempit. Sementara itu dalam hal pencarian dokumen juga sulit 

dilakukan apabila dokumen tidak disimpan dengan teratur. Hal tersebut yang 

dialami oleh kantor pertanahan dengan banyaknya warkah pertanahan baik dari 

proses pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran 

tanah. Ditambah lagi dengan program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap disetiap kantor pertanahan kabupaten maupun kota dengan 
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target yang sedemikian besar juga menghasilkan dokumen pertanahan yang 

banyak pula. Dokumen pertanahan pada saat ini baru ± 0,5 % (persen) yang 

terdigitalisasi diseluruh Indonesia (Sugoto, 2018).  

Warkah pertanahan merupakan dokumen pertanahan yang memuat data 

fisik maupun data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah baik kegiatan 

pendaftaran tanah pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah. Selama ini beberapa kantor pertanahan masih mengelola warkah 

pertanahan dengan sistem manual. Menurut Djalil (2019) dalam 

www.atrbpn.go.id, jika kita mengacu pada tema RAKERNAS 2019 bahwa 

nantinya seluruh dokumen pertanahan akan dikelola dengan cara digital. 

Keistimewaan dari warkah digital dibandingkan dengan warkah yang masih 

dikelola secara manual salah satunya adalah dalam pencarian warkah yang lebih 

hemat waktu dibandingkan dengan pencarian warkah secara manual serta 

penggunaan ruangan untuk penyimpanan warkah juga dapat diminimalisir.  

Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kantor yang 

melaksanakan pengelolaan warkah secara digital. Pengarsipan dokumen 

pertanahan pada  kantor ini pengelolaannya telah dilakukan secara digital 

dimulai pada Oktober 2018. Di tengah-tengah banyaknya pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, sumber daya manusianya 

yang minim  mampu bergerak dengan cepat untuk mengelola dokumen 

pertanahan secara digital. Menurut Nur Endro Sulistyo selaku Kepala Seksi 

Infrastruktur Pertanahan Kota Lubuklinggau salah satu manfaat yang dirasakan 

dari kegiatan pengelolaan warkah secara digital tersebut antara lain adalah 

membantu penyelesaian pekerjaan lebih cepat dari biasanya, dimana untuk 

penyelesaian permohonan pendaftaran tanah biasanya sebelum pengelolaan 

warkah digital dapat selesai rata-rata per hari 20-30 berkas dan pasca 

pengelolaan warkah digital meningkat menjadi ± 50 berkas permohonan per 

harinya. 

Pengelolaan kearsipan juga merupakan penunjang pembangunan Sistem 

Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem 

Pengamanan Dokumen Pertanahan (SPDP). Bukan hanya pengelolaannya saja 
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tetapi prospek pemanfaatan dari pengelolaan dokumen secara digital ini 

sangatlah penting untuk menuju pelayanan pertanahan yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya 

(Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sistem manual yang digunakan kantor pertanahan untuk mengelola 

warkah pertanahan dirasakan sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi karena 

membutuhkan banyak ruangan untuk penyimpanannya. Hal ini menyebabkan 

ruangan kantor menjadi sempit serta petugas kesulitan jika mencari 

arsip/dokumen pertanahan yang dibutuhkan karena tidak disimpan dengan 

teratur.  

Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk 

meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta 

dapat membantu memeprcepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan 

dengan pengelolaan yang masih bersifat manual. Kantor Pertanahan Kota 

Lubuklinggau merupakan salah satu kantor yang telah melakukan pengelolaan 

warkah secara digital, tetapi belum diketahui bagaimana cara mengelolanya dan 

prospek pemanfaatannya di masa yang akan datang. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital yang telah 

dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau;  

b. Untuk mengetahui prospek pemanfaatan warkah digital untuk 

pelayanan pertanahan. 

2. Kegunaan Penelitian:  

a. Menambah kajian tentang pengelolaan arsip berupa warkah digital serta 

prospek pemanfaatan dari warkah digital tersebut. 

b. Sebagai pertimbangan bagi kantor pertanahan kabupaten/kota tentang 

pengelolaan warkah digital. 
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BAB VII 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan warkah secara digital yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Lubuklinggau dilakukan dengan menggunakan 

database sederhana tetapi saat ini seluruh dokumen belum tuntas 

terdigitalisasi karena masih terkendala beberapa faktor pendukung 

seperti sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran. Salah satu media 

yang digunakan unutk mengelola warkah secara digital adalah 

dengan Aplikasi i-Wak. Aplikasi tersebut memberikan manfaat 

antara lain sebagai media penyimpanan database, media pencari 

warkah, media peminjaman dan media pengembalian warkah. 

2. Prospek Pemanfaatan yang diperoleh dari pengelolaan warkah 

digital dianalisis menggunakan matriks SWOT berdasarkan strategi 

S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan Strategi W-T diperoleh manfaat 

sebagai berikut:  

a. Berdasarkan Strategi S-O (Kekuatan dan Peluang), pertama 

bahwa dengan adanya pencarian warkah yang relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan hal ini 

juga mampu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan di 

kantor pertanahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

publik dan mampu meningkatkan PNBP dan hal ini sejalan 

dengan visi Kementerian ATR/BPN 2019. Kedua, data yang 

telah diinput dalam aplikasi warkah digital secara tidak 

langsung merupakan suatu kegiatan kroscek data yang ada di 

Aplikasi GeoKKP dengan dokumen yang ada di ruang arsip, 

sehingga warkah yang ada menjadi sinkron satu sama lain dan 

meminimalisir penggandaan dokumen.  
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b. Berdasarkan Strategi W-O (Kelemahan dan Peluang), prospek 

pemanfaatan yang diperoleh adalah bisa dilakukan pelatihan 

SDM dengan program tertentu untuk pengelolaan warkah yang 

berbasis digital hal ini dapat meningkatkan kapasitas kinerja 

pegawai di bidang pertanahan. 

c. Berdasarkan Strategi S-T (Kekuatan dan Ancaman), perubahan 

bentuk dokumen pertanahan dari paper based menjadi bentuk 

elektronik agar tidak merubah kekuatan hukumnya sebagai alat 

bukti yang sah di Pengadilan dapat diperkuat dengan peraturan 

mengenai dokumen digital maupun pengelolaannya oleh 

pemerintah pusat. 

d. Berdasarkan Strategi W-T ( Kelemahan dan Ancaman), prospek 

manfaatnya adalah jika menggunakan server lokal sederhana 

maka bisa di upgrade kapanpun dan mudah dalam perbaikan 

database, tetapi sekarang sudah ada media aplikasi warkah 

elektronik dengan database terpusat yaitu SLOKA ETNIK yang 

diterbitkan oleh Pusdatin. 

 

B. Saran 

1. Perlu diberikan suatu pelatihan maupun program tertentu bagi SDM 

yang menangani pemeliharaan warkah secara digital pada tiap-tiap 

kantor pertanahan, serta perlu adanya suatu pengawasan berjenjang 

yang melekat dari setiap unsur SDM yang ada di lingkungan kantor 

pertanahan untuk terus mengawasi pemeliharaan warkah dan perlu 

adanya alokasi anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

dalam pengelolaan warkah secara digital. 

2. Perlu diusulkan kepada Pusdatin untuk dikeluarkan surat edaran 

bahwa pada setiap kantor pertanahan kabupaten/kota wajib 

melakukan digitalisasi warkah dengan menggunakan Aplikasi yang 

baku dari Pusdatin yaitu SLOKA ETNIK, agar setiap kantor 

pertanahan dapat seragam dalam menggunakan media pengelolaan 

warkah secara digital. 
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3. Perlu diusulkan kepada pembuat Aplikasi i-Wak untuk 

mengembangkan lagi fitur di Aplikasi i-Wak agar dapat terkoneksi 

dengan Aplikasi GeoKKP yang sudah ada di kantor pertanahan 

sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap 

Aplikasi tersebut. 
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